
BUPATI PESISIR BARAT
 
PROVINSI LAMPUNG
 

PERATURAlf SUPATI PESISIR SARAT 
NOMOR'y TABUK 2016 

TBIITANG 

R1NCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KBRJA
 
KECAMATAN DAN KBLURAHAII PADA KABUPATElI PESlSIR BARAT
 

DUGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA BSA
 

BUPATI PESlSIR BARAT,
 

Menimbang a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pe1ayanan kepada masyarakat o1eh 
Kecamatan dan Ke1urahan pada Kabupaten Pesisir 
Barat dapatberjalan secara tertib, lancar, berdayaguna 
dan berhasil guna, maka sesuai ketentuan Pasal 14 
pada ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tatakerja Kecamatan dan Ke1urahan Pada Kabupaten 

"Pesisir Barat, dipandang perlu menetapkan rincian 
tugas dan fungsi 1embaga dimaksud dengan Pemturan 
Bupati Pesisir Barat; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3.	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5364); 

4.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (wIIlbaran 



SUPATI PESISIR BARAT
 
PROVINSI LAMPUNG
 

PERATURAN SUPATI PESlSIR BARAT 
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TERTABG
 

R1RCIAB TUGAS, FUKGSI DAB TATA KB&1A
 
KECAMATAB DAB KELURAHAN PADA KABUPATEN PESISIR BARAT
 

DERGAB RAHMAT TUHAN YABG MARA ESA
 

SUPAT! PESISIR BARAT,
 

Menimbang a.	 bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh 
Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Pesisir 
Barat dapat beIjalan secara tertib, lancar, berdayaguna 
dan berhasil guna, maka sesuai ketentuan Pasal 14 
pada ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Kabupaten 
Pesisir Barat, dipandang perlu menetapkan rincian 
tugas dan fungsi lembaga dirnaksud dengan Peraturan 
Bupati Pesisir Barat; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3.	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5364); 

4.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang NOl1lor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679). 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826); 

9.	 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 55 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan 
Pemerintahan di daerah Otonomi Bam (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 712); 

11.	 Peraturan Bupati Pesisir Baret Nomor 39Tahun 2014 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja 
Keeamatan dan Kelurahan Pada Kabupaten Pesisir 
Baret. 

MBMOTUSKAB: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RINClAN TUGAB, FUNGSI 
.DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN PADA 
KABUPATEN PESISIR BARAT. 

Pasall 

Dalam Peraturan ini, yang dimakaud dengan: 

a.	 Daerah adaJah Kabupaten Pesisir Baret; 
b.	 Pemerintah Daerah ada1ah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat; 
c.	 Bupati adaIah Bupati Pesisir Barat; 
d.	 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat; 
e.	 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat; 
f.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Baret; 
g. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupa.ten Pesisir Barat; 
h.	 Perangkat Da.erah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Baret; 
i.	 Keeamatan adaJah Kecamatan pada Kabupaten Pesisir Baret; 
j.	 Kelurahan adalah Kelurahan pada Kabupaten Pesisir Baret; 



k.	 Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional 
pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. 

&ABU 

RllfCIAB TOGAS. FUl'IG8I DAIf TATA KBR.JA 

KECAllIATAIf 

Beglaa Ke..ta 

Tugu. Fun" dan. Tata Kerja 
Pasal2 

(1)	 Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan 
pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang 
pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan 
pembinaan kehidupan rnasyarakat serta urusan pelayanan umum 
lainnya yang diserahkan bupati. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas eebagaimana pada ayat (1), Kecamatan 
mempunyai fungei: 
a.	 Pengorganisaaian penyelengpraan pemerintahan di wilayah 

kecamatan; 
b.	 Penggorganisasian kegiatan pembinaan dan pengembangan 

perekonomian rakyat dan melakasanakan pemungutan pendapatan 
daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan; 

c. Penyelenggaraan pelayanan sosial kernasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat: 

d. Pembinaan kelurahan; 
e.	 Pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pendidikan sekolah 

dasar; 
f.	 Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan: 
g.	 Pelaksanaan koordinasi, operasional unit pelaksana teknis dinas / 

badan; dan 
h.	 Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan 

partisipasi rnasyarakat. 

Beglan Kedua 

S_UDaIl Orpn'·••1 

Pasal3 

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari: 
a.	 Camat; 
b.	 Sekretariat Kecamatan, membawahi: 

1)Sub Bagian Umum dan Keuangan: 
2) Sub Bagian Perencanaan. 

c.	 Sekai Pemerintahan; 
d.	 Sekai Pemberdayaan Masyarakat Pekon: 
e.	 Seksi Kesejahteraan Rakyat; 
f.	 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan 



g.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

Begl.n KetJp 

Camet 

Pasal4 

(1)	 Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang 
dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah, 

(2)	 Camat sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas 
umum pemerintahan meliputi: 
a.	 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
b.	 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 
c.	 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan; 
d.	 Menglroordinaaikan pemeliharaan praearana dan fasilitas pelayanan 

umum; 
e.	 Mengk.oordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat kecametan: 
f.	 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa danj'atau kelurahan; 
g.	 Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan 
desa/atau kelurahan; 

h.	 Melaksanakan monitoring terhadap seluruh kegiatan di wilayah 
kecamatan. 

(3)	 Untuk menyelenggarakan tugae sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Camat mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dari 
bupati; 

b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan 
keagrariaan; 

c. Pembinaan polltik dalam negeri; 
d.	 Pembinaan pemerintahan desa danj'atau kelurahan; 
e.	 Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah; 
f.	 Pembinaan pembangunan meliputi pembinaan perekonomian, 

produksi dan dietribusi; 
g.	 Pembinaan 801Iial dan kesejahteraan rakyat; 
h.	 Pembinaan pendidikan dan kesehatan; 
i.	 Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; 
j.	 Pembinaan peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah 

kecamatan; dan 
k.	 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 



Bagtan Keempat 

Sekretaria KeCl8metaD 

PasalS 

(1)	 Sekrctaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
umum, penyusun perencanaan, pengolahan adrninistrasi keuangan dan 
kepegawaian. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi: 
a.	 Penyelanggaraan pengelolahan administrasi perkantoran, 

administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian: 
b.	 Penyelanggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan 

dan hubungan masyarakat; 
c.	 Penyelanggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakan; 
d.	 Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksaan kegiatan unit kerja: dan 
e.	 Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan 

tugae dan fungsinya. 

Pasal6 

(1)	 Sekretaris Kecamatan, membawahi: 
a.	 Sub Bagian Umum dan Keuangan; 
b.	 Sub Bagian Perencanaan; 

(2)	 Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maaing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan. 

Pasal7 

(1)	 Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, pengadaan, 
rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, 
pemeliharaan, dan investarisasi prasarana dinas, pengelolaan 
administrasi kepegawaian serta penyusunan dan pengelolaan 
administrasi keuangan. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan, adalah sebagai 
berikut: 
a.	 Menyusun rencana kegiatan dibidang urusan umum dan keuangan; 
b.	 Melaksanakan urusan kesektariatan: 
c.	 Menyimpan, mengatur dan memelihara arsip dinas; 
d.	 Melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas; 
e.	 Menyusun perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan 

menyusunan petunjuk pelaksanaannya; 
f.	 Memelihara gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban 

dan kebersihan serta keamanan kantor kecamatan; 
g.	 Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas; 
h.	 Melakukan pengadaan perlengkapan; 
i.	 Menyimpanan, menerima dan mendistribusikan perlengkapan; 
j.	 Menyiapkan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas; 



k.	 Mengurus administrasi peralatan, perlengkapan serta mengurus 
administrasi inventarisasi kekayaan milik negara; 

1.	 Melaksanakan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas; 
m.	 Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat 

dinas; 
n.	 Mengelola sistem informasi manajemen perlengkapan; 
o.	 Mengelola administrasi kepegawaian dan mengelola data 

kepegawaian; 
p,	 Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan administrasi 

keuangan, menyusun Rencana Kegiatan Anggaran ( RKA ) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA )j 

q.	 Mengelola pembinaan dan pembukuan keuangan anggaran 
belanja rutin dan pembangunan; 

r.	 Me1aksanakan pembinaan administra.si dan pengelolaan keuangan; 
s.	 Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan keuangan 

belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas; 
t.	 Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran 

gaji dan tunjangan daerah; 
u, Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas 

dan surat-surat berharga lainnya; 
v, Menyusun laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan; 
w.	 Menilai prestasi kerja bawahan di Lingkup Sub Bagian Umum dan 

Keuangan berdasarkan hasil keIja yang telah dicapai untuk 
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan 
karir atau penilaian Sasaran KineIja Pegawai (SKP) pegawai negeri 
sipil; dan 

x,	 Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan Wgas berdaaarkan standar norma dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

PasalS 

(1)	 Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 
penyusunan program keIja dan rencana strategis pembangunan 
di wUayah kecamatan. 

(2)	 Rincian tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : 
a.	 Penyusunan program keIja di wUayah kecamatan; 
b.	 Pengumpulan, pengelolahan dan penganalisan data potensi 

kecamatan; 
c.	 Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Laporan Akuntabilitas 

KineIja (LAKIP) kecamatan; 
d.	 Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusun rencana 

dan program pembangunan di wilayah kecamatan; 
e.	 Pengelolaan data statistik dan informasi di wUayah kecamatan; 
f.	 Pengelolaan sistem informasi manajemen data di wilayah 

kecamatan; 
g.	 Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan; 
h.	 Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program 

pembangunan kecamatan; 
i.	 Pengevaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kecamatan; 
j.	 Penyusun laporan hasil kegiatan di wilayah keeamatan; 
k.	 Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan 

Keuangan berdasarkan basil kerja yang telah dicapai untuk 



antara. lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan, 
Lembaga. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, Karang Taruna, 
Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Lembaga lainnya ( atau nama 
lain ); 

c.	 Menyiapkan bahan rencana dan koordinasi dengan SKPD, UPT, 
instansi vertikal atau swasta mengenai pelaksanaan pemeliharaan 
prasarana dan fasilitas pelayan umum; 

d.	 Menyiapkan bahan rencana dan menyelenggarakan pelaksanaan 
kewenangan pemerintah dalam menangani sebagian urusan 
otonomi daerah sesuai dengan bidangnya; 

e.	 Mendorong partisifasi masyarakat untuk ikut serta dalam 
perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum 
musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan 
kecamatan; 

f.	 Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan program keIja dan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat diwilayah keIja yang dilaksanakan oleh SKPD dan/ atau 
UPT, instansi vertikal dan swasta; 

g.	 Mengoordinasikan penyusunan prom desa atau kelurahan; 
h.	 Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
i.	 Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan 

evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan 
pemeIiharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta 
pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian 
urusan otonomi daereh eesuai dengan bidangnya; 

j.	 Menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemberdayaan 
masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam 
menangani sebagian urusan otonomi sesuai dengan bidangnya; dan 

k.	 Melaksenakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

llall•• Ke~lIh 

Se.... Ke_Jahtenum Rakyat 

Pasal Ll 

(1)	 Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat; 

(2)	 Sekai Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok 
mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, 
kesehatan, 8Osial, tenagll kerja dan transmigrasi, pemberdayaan 
perempuan, keluarga berencana dan agama di tingkat kecamatan. 

(3)	 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: 
a.	 Melakukan pengumpulan bahan penyusun pedoman dan petunjuk 

teknis pembinaan dibidang agama, termasuk urusan haji, serta 
pendidikan dan kesehatan di kecamatan; 

b.	 Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan 
petunjuk teknis pembinaan di Bidang Sosial, Tenap KeIja dan 
TransnUgrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
kecamatan; 



c.	 Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan 
petunjuk teknis pembinaan di Bidang Pemberdayaan Perempuan 
dan Keluarga Berencana di kecamatan; 

d.	 Melaporkan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat di wilayah 
kecamatan kepada camat; 

(4)	 Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut: 
a.	 Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial 

berdasarkan data dan program Pemerintah Kecamatan dan 
ketentuan Penmdang-undangan yang berlaku sebagai pedoman 
keIja; 

b.	 Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai 
dengan bidang dan permasalahannya agar melaksanakan tugas 
dapat dilaksanakan dengan tuntas; 

c.	 Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cars. mencocokan 
dengan petunjuk keIja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku 
agar tercapai keserasian dan kebenaran keIja; 

d.	 Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 
sebagai bahan pertimbangan delam pengembangan karir; 

e.	 Menyelenggarakan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial 
f.	 Menyelenggarakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, 

olah raga kebudayaan, periwisata dan kesehatan masyarakat serta 
pemberdayaan perempuan; 

g.	 Mengevaluasi kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial secara 
keseluruhan; 

h.	 Membuat laporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai 
bahan infonnasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan 

i.	 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

""".n Kedelapan
 
Sew Ketentenm.n daD KetertIJM.n
 

Pasal12 

(1)	 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala 
seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat; 

(2)	 Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang 
ketenteraman dan ketertiban umum; 

(3)	 Dalam melaksanakan tugaa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi: 
a.	 Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang 

ketentraman dan ketertiban umum; 
b.	 Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan 

ketertiban; 
c.	 Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi 

pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum; 
dan 

d.	 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 

(4)	 Rincian tugas seksi ketentraman dan ketentraman dan ketertiban 
Umum adalah sebagai berikut: 
a.	 Menyusun rencana keIja seksi ketentraman dan ketertiban umum; 



dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan 
karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pegawai negeri 
sipil;dan 

1.	 Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BegiliU KeUmp 

SekalPelDeriDtphpu 

Pasal9 

(1)	 Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada camat; 

(2)	 Seksi Pemerintahan mempunyai tugll.s pokok merumuakan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan; 

(3)	 Dalam melakeanakan tugae aebageimana dimaksud pada ayat (I), 
seksi pemerintahan mempunyai fungsi: 
a.	 Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang 

pemerintahan; 
b.	 Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan; 
c.	 Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi 

pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan: dan 
d.	 Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan. 

(4)	 Rincian tugae Sekm Pemerintahan adalah sebagai berikut: 
a.	 Menyueun rencana kerja Beksi Pemerintahan; 
b.	 Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan 

desa/kelurahan; 
c.	 Melalesanakan penilaian atas laporan pertanggung jawab kepala 

deea; 
d.	 Memfasilitasi penyelanggarakan kejasama dan penyelesaian 

perselisihan antar desa /kelurahan di wilayah keIjanya; 
e.	 Memfasilitasi penataan desa [kelurahan; 
f.	 Memfasilitasi penyusunan peraturan desa; 
g.	 Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan; 
h.	 Mengkoordinasikan pelaksaan investarisasi aset pemerintah 

kabupaten eli tingkat kecarnatan; 
i.	 Melaksakan 

Negara dan 
keIjanya; 

j.	 Melaksakan 
pembebasan 
dipergunakan 

pengawasan dan pendataan atas tanah -tanah 
tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah 

tugae pembantuan terhadap pelaksaan 
tanah milik dan pelepasan hale yang akan 
kepentingan pembangunan, serta peralihan status 

tanah dari tanah negara menjadi milik sesuai peraturan
 
perundang-undangan yang ber1aku;
 

k.	 Melaksakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, 
proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa • 
serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi 
kelurahan; 

1.	 Melaksakan tugas pembantuan pelaksaan monitoring dan 
investarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan 
penggunaan taneh terlantar dan tanah negara di wilayah 
kerjanya; 

I 



m.	 Membina dan mendistribusikan pelaksaan tugas kepada 
bawahan; 

n.	 Menilai prestasi keIja sebagai bahan pertimbanagan dalam 
pengembangan; 

o.	 Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksaan kegiatan 
seksi pemerintahan; dan 

p.	 Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan pelaksaan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Be"en Keeaam
 

Seiad Pemberclayaaa. llaayarakat Pekoa
 

Pasal10 

(1)	 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon dipimpin oleh seorang kepala 
seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat; 

(2)	 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas camat 
dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana 
dan fasilitas pelayanan umum serta peJ.aksanaan kewenangan 
pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah 
sesuai dengan bidangnya. 

(3)	 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
seksi pemberdayaan masyarakat pekon mempunyl:li fungsi: 
a.	 Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum 
musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan 
kecamatan: 

b.	 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit 
keIja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program 
keIja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah keIja 
kecamatan; 

c.	 Melakukan evaluasi tcrhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit 
keIja pemerintah maupun swasta; 

d.	 Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

e.	 Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di 
wilayah keeamatan kepada camat dengan tembusan kepada satuan 
keIja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan 
masyarakat. 

f.	 Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 
pedoman telmis mauput'\. pedoman pelAkaauaan lainnye. yang 
berhubungan dengan tugasnya. 

(4)	 Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah sebagai 
berikut: 
a.	 Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang 
berhubungan dengan tugasnya; 

b.	 Menyiapkan bahan rencana dan melakaanakan pemberdayaan 
masyarakat, fasilitasi pembangunan desa/kelurahan dan 
penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan 



b.	 Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertibaan 
masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 

c.	 Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakkan produk hukum 
pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan 
lainnya diwilayah keIjanya; 

d.	 Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam; 
e.	 Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan 

keamanan dan kenyamanan lingkungan; 
f.	 Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan 

pencegahan tindak kriminal; 
g.	 Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit 

masyarakat; 
h.	 Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan ketertiban masyarakat; 
dan 

i.	 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

BABU 

RDfCIAIf TUGAS, J'UBGSI DAR TATA KBR.JA 

KBLURAIIAIf 

S....n Ke..ta
 
Tups Pollok daD F1mpi
 

Pasal13 

(1)	 Kelurahan mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi 
daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh 
bupati. 

(2)	 Untuk menyelcnggarakan tugas sebagaimana pada ayat (I), kelurahan 
mempunyai fungsi: 
a.	 Mcngkoordinasi kcgiatan pemerintahan eli tingkat kelurahan; 
b.	 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat 

kelurahan; 
c.	 Mengkoordinasikan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban 

umum tingkat kclurahan; 
d.	 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan; 
e.	 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan 

umum; 
f.	 Membina penyelenggaraan aparatur kelurahan; 
g.	 Melaksankan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya 

Be".u Kedua 
8uaUlUUl Orpu'•••1 

Pasal14 

(1)	 Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari: 
a.	 Lurah; 

b.	 Sekretariat; 



c.	 Seksi Pemerintahan; 
d.	 8eksi Perekonomian dan Pembangunan; 
e.	 Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan 
f.	 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan 
g.	 Kelompok Jahatan Fungsional. 

Beglan KetJca 
Luah 

Pasal15 

(1)	 Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

(2)	 Dalam melaksanakan rugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Lurah mempunyai fungsi: 
a.	 pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
b.	 pelayanan masyarakat; 
c.	 penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
d.	 pemeliharaan sarana dan prasarana umum; 
e.	 pembinaan kelembagaan kemasyarakatan; 
g.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

BagI... KetJca
 
Sekretarls Kelurahan
 

Pasal16 

(1)	 Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam 
menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan 
administrasi umum, sarana dan prasarana kerumahtanggaan, 
keuangan, kepegawaian, kehumasan, organisasi, dan tatalaksana. 

(2)	 Untuk menyelenggare.Ican tugaa seba.gairnana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi: 
a.	 Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegjatan ~anan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah 

kelurahan; 
b.	 Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, 

sarana dan prasarana pemerintah kelurahan; 
c.	 Pelaksanaan pengelolaan administrasi kerumahtanggaan, 

tatalaksana dan ketatausahaan pemerintah kelurahan; 
d.	 Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan 

pemerintah kelurahan; 
e.	 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, 

fungsi dan ketentuan yang ber1aku; 

f.	 Pelaksanaan evaluasi dan peIaporan pelaksanaan tugas; 



g.	 Pelaksanaan koordinasi pelayanan kesekretariatan dengan sub unit 

kerja lain di lingkungan kelurahan. 

Balian Keempat 
SekaJ. Pemerintahan 

Pasa117 

(1)	 Seksi Pemerintahan mempunyai tuga.s pokok membantu lurah dalam 
menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan, 
perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan kelurahan. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: 
a.	 Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan 

kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintah kelurahan; 
b.	 Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi 

kependudukan catatan sipil dan pertanahan; 
c.	 Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perangkat daerah 

dan instansi lainnya; 
d.	 Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan administrasi 

kepengurusan RT/RW; 
e.	 Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan ketua RW dan RT; 
f.	 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

fungsi dan ketentuan yang berlaku; 

g.	 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

h.	 Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemerintahan dengan sub unit 

kerja lain di lingkungan kelurahan. 

(3)	 Rincian tugas Seksi Pemerintahan adaJah sebagai berikut: 
a. melaksanakan penyusunan rencana program keJja seksi 

pemerintahan; 
b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang 

pemerintahan umum, pertanahan dan kependudukan; 
c.	 melaksanakan pembinaan pemerintahan umum, pertanahan, dan 

kependudukan; 
d.	 melaksanakan administrasi pemerintahan umum, pertanahan, dan 

kependudukan; 
e.	 melaksanakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, 

organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya: 
f.	 melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian urusan 

pemerintahan di wilayah kelurahan; 
g.	 melaksanakan pembinaan dan pengendalian perlindungan 

masyarakat dalam melaku1can usaha-usaha preventif dan represif 
terhadap kemungkinan timbulnya bencana alam atau upaya 
menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat 
daJam wilayah kelurahan sesuai prosedur dan peraturan yang 
ber1aku dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; 



h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan 
dengan tugas seksi pemerintahan; 

i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. 

Bell8D KeUma
Sew Perekoaom'8D daD PembaDguDaD. 

Pasal18 

(1)	 Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok 
pengendalian, pembinaan ekonomi pembangunan, koperasi dan UMKM 
serta pembangunan partisipasi masyarakat. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekei Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi: 
a.	 Pemberian pelayanan kepada maysarakat di bidang ekonorni dan 

pembsngunan; 
b.	 Pelaksanaan fasilitasi kegiatan ekonorni pembangunan serta 

swadaya masyarakat; 
c.	 Perencanaan pembangunan fisik baik program kelurahan maupun 

atas prakasa masyarakat; 
d.	 Pelakasanaan pembinaan terhadapa koperasi, UMKM dan Lembaga 

Keuangan Mikro formal maupun lembaga keuangan pembiayaan 
informal; dan 

e.	 Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan lingkungan 
hidup. 

(3)	 Rincian tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai 
berikut: 
a.	 Menghimp1l..'1. kebijakan teknie dibidang perekonomian dan 

pembangunan kemasyarakatan sesuai kebutuhan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugae; 

b.	 Mengumpulkan data potensi kecamatan melalui smvei untuk sesuai 
gambaran pembangunan ekonorni kemasyarakatan; 

c.	 Mengelola data potensi kecamatan sesuaijenis perkembangannya; 
d.	 Menyusun rencana kegiatan perekonomian dan pembangunan 

sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit; 
e.	 Menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan 

berdasarkan skala prioritas untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat; 

f.	 Melakukan bimbingan teknis pengembangan perekonomian melalui 
pertemuan untuk peningkatan pendapatan masyarakat; 

g.	 Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan 
maupun tertu1is untukmemperoleh petunjuk lebih lanjut; 

h.	 Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sekei 
melalui rapat/pertemuan untuk kesatuan pendapat dalam 
pelaksanaan tugas; 

i,	 Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 
bahan evaluasi; dan 

j.	 Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 
kelancaran tugae kedinasan. 



Bern Keonam 
Sekai Kesejahteraan Rakyat 

Pa5a119 

(1)	 seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan 
bahan dan pelaksanaan pembinaan pelayanan di bidang sosial dan I I 

peningkatan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: 

a.	 Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka 

perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat di tingkat 
kelurahan; 

b.	 Pelaksanaan koordinasi dengan sa.tuan kerja perangkat daerah 
dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang 
kesejahteraan rakyat; 

c.	 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang 

kesejahteraan rakyat: 
d.	 Pengkoordinasian penyelenggaraan pendataan dan pengembangan 

potensi rakyat; 
e.	 Pengkoordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan olah raga 

dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan; 

r.	 Pengkoordinasian pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, 

kebudayaan dan kesenatan masyarakat; 
g.	 Pendataan masalah kesejahteraan sosial; 
h.	 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). di bidang 

kesejahteraan masyarakat; 
i.	 Pengevalnssisn dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 
j.	 Pelakaanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(3)	 Rincian tugas seksi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut: 
a.	 Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang 

kesejahteraan rakyat; 
b.	 Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan 

rakyat; 
c.	 Membantu program peningkatan penciptaan lingkungan yang 

bersih, sehat, indah dan nyamanj 
d.	 Melakukan administrasi kesejahteraan rakyat di kelurahan; 
e.	 Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang 

kesejahteraan ralcyat; 
r.	 Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup seksi perekonomian dan 

pembangunan berdasarkan hasil keIja yang telah dicapai untuk 
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatlcan 
karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pegawai negeri 
sipil; dan 

g.	 Menyelenggarakan administrasi, membuat laporan sesuai dengan 
bidang tugasnya; 

h.	 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



Bagla.Ke~b 

Sebi Ketentnma. dan Ketertiban 

Pasa120 

(I)	 Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu 
lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan, 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian ketentraman dan 
ketertiban umum pemerintahan kelurahan. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi: 

a.	 Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan 
kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum 

pemerintah kelurahan. 
b.	 Pelaksanaan pengelo1aan bahan fasilitasi dan pembinaan 

pengendalian ketentraman dan ketertiban umum. 
c.	 Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dengan perangkat daerah dan instansi lainnya. 

d.	 Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat. 

e.	 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pengendalian 

ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan. 

(3)	 Rincian tugas seksi ketentraman dan ketertiban adalah sebagai 
berikut: 
a.	 Menyusun rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban 

sesuai dengan peraturan yang berlalcu; 
b.	 Memberikan petunjuk pelaksanaan program kerja kepada bawahan 

agar tugaa - tuga_ dapat berjelan dengan lancar; 
c.	 Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang 

ketentraman dan ketertiban; 
d.	 Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

ketentraman dan ketertiban; 
e.	 Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta 

menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan 
Kelurahan; 

f.	 Melaksanakan administrasi ketentraman dan ketertiban di 
Kelurahan; 

g.	 Membantu membina dan menyiapkan bahan-bahan da1am rangka 
musyawarah LKMD; 

h.	 Mengevaluasi basil kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban 
secara keselurohan; 

i,	 Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup seksi ketentraman dan 
ketertiban berdasarkan hasil keIja yang telah dicapai untuk 
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan 
karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pegawai negeri 
sipil; dan 

j.	 Melakeanakan tugas kedinasan yang di berikan oleh atuan: 
k.	 Melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada atasan. 

, I 



BABm
 
KBLOMPOK JABATAN FUlIG8IORAL
 

Pasal21 

(1)	 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan 
keahlian. 

(2)	 Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada satuan keIja. 

(3)	 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam 
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

(4)	 Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerja 
kabupaten. 

(5)	 Jumlah Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja. 

(6)	 Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan 
perundang-udangan yang berlaku. 

BABV
 

TATAKERJA
 

Pasal22 

(1)	 Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan organisasi wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simpliflka.si 
baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain. 

(2)	 Setiap Kepala satuan organieasi dalam lingkungan kecamatan dan 
kelurahan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan. 

(3)	 SeOOp kepala satuan organisasi dalam lingkungan kecamatan dan 
kelurahan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan 
laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing. 

(4)	 Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan kecamatan dan 
kelurahan wajib melaksanakan pengendalian intern. 

Pasa123 

(1)	 SeOOp pejabat struktural dalam lingkungan kecamatan dan kelurahan 
bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, 
mengendalikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 

(2)	 SeOOp pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk­
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta 
menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

(3)	 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan satuan organisasi lain di lingkungan kecamatan dan 
kelurahan yang secara fungsional mempunyai hubungan keIja. 



(4)	 Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan keIja dari bawahan 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan 
Iebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

Pasal24 

(1)	 Dalam hal pimpinan satuan keIja berhalangan, sekretaris atau kepala 
sub bagian senior melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Dalam hal kepala satuan keIja berhalangan, tugas-tugas para kepala 
bagian atau kepala seksi yang berada dalam koordinasi seorang kepala 
bagian atau kepala seksi yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja 
dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan 
(DUK). 

Pasal25 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna, masing-masing pejabat 
delem lingkungan kecamatan dan kelurahan kabupaten dapat 
mendelegasikan kewenangan-kewensngan tert.entu kepada pejabat setingkat 
dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BABVI 

KEPEGAWAIAN 

Pasa126 

Jenjang jabatan dan kepsngkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal27 

(1)	 Pejabat Struktura1 Eseion III dan IV diangkat dan diberhentikan oleh 
bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Pemberhentisn pegawai negerl sipil dan jabatan struktural sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



BABVID
 
PENUTUP
 

Pasal28 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaI diundangkan. 

Ag;u setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan penempatan daIam Berita Daerah Kabupaten Pesisir 
Barat, 

Ditetapkan di Krui 
pada tanggal as- 02.- 2016 

PENJABAT BUPATI PESIBIR BARAT, 

Diundangkan di Krui 
pada tanggaI I 'L - 02.. - 2016 

BE B DAERAH PESISIR BARAT, 
r 

FREDYSM 

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SARAT TAHUN 2016, NOMOR 


